PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK
DALAM PENANAMAN MODALASING

Oleh : Sri Purwaningsih, SH, Mhum

Abstracr

Upaya perlindungan hukum bagi para pihak dalam penanaman Modal Asing
merupakan salah satu cara untuk menarik Investor di Indonesia. Kemauan para pihak
harus ditampung dan dilaksanakan mulai dari pembuatan Memorandum of
Understanding atau Letter of Intent (LOI) sampai pelaksanaan PT Penanaman Modal
Asing. Dengan upaya tersebut diharapkan terjadi hubungan yang setara (seimbang)
bukan hubungan yang sub. ordinate antaa penanam dan penerima modal.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Investasi dan Keseimbangan

PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah

Salah satu cara untuk memperbaiki
perekonomian ialah dengan menambah
produksi barang dan jasa. Peningkatan
produksi bisa dicapai melalui potensi-
potensi modal, termasuk didalamnya
penanaman modal asing, penggunaan
teknologi, dan penambahan kemampuan
manajemen. Ada 9 (sembilan) aspek
keuntungan penanaman modal asing bagi
negara berkembang, vaitu :

1. Penanaman Modal Asing menambah
pendapatan devisa negara melalui
penanaman modal di bidang produksi
ekspor.

2. Disektor industri, penanaman modal
asing mengurangi kebutuhan devisa
untuk impor.

3. Penanaman Modal Asing menambah
pendapatan negara berupa pajak-
pajak dan royalty dari perusahaan-
perusahaan asing.

4. Penanaman Modal Asing menambah

kesempatan kerja, membuka
lapangan kerja baru.

5. Penanaman Modal Asing menaikkan
skill, khususnya bagi tenaga kerja yang
mempunyai hubungan kerja dengan
perusahaan asing tersebut.

6. Penanaman Modal Asing memberi
pengaruh modernisasi, melalui
perusahaan-perusahaan asing yang
besar dan modern.

7. Khususdi sektor industri, penanaman
modal asing menambah arus barang,
sehingga dapat menambah elastisitas
penawaran,

8. Bagi yang berhubungan dengan modal
asing (yang bekerja pada perusahaan
tersebut, pejabat pemerintah, supplier
bahan mentah, dan sebagainya) akan
mendatangkan keuntungan.

9. Penanaman Modal Asing bisa
diintegrasikan dalam rencana
pembangunan nasional '

Tetapi fakta yang ada saat ini
Indonesia sedang mengalami krisis politik
dan ekonomi krisis ganda tersebut
menyebabkan berkurangnya modal di

' Security Reseach Director, Jumi 2001
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dalam negeri dan menghambat masuknya
arus modal asing ke Indonesia. Dampak
luasnya adalah devisa negara berkurang,
terjadi pelarian modal, sehingga investasi
dan industri tidak berkembang. Akibatnya
kesempatan kerja menjadi sempit, dan
tingkat pengangguran terus meningkat.
Upaya untuk mengatasi krisis ganda
tersebut ialah dengan melindung: para
pihak dalam PT Penanaman Modal Asing,

Pengernian penanaman modal
{investasi) dalam tulisan ini adalah
penanaman modal langsung dan tidak
langsung. Menurut As:an Development
Bank (ADB), penanaman modal asing
langsung (foreign direct investment) adalah
investasi diwujudkan dalam irian
usaha, antara lain PT. PMA. Sedangkan
penanaman modal tidak langsung adalah
investasi yang berbentuk pembelian surat-
surat berharga, misalnya obligasi, Sertifikat
Bank Indonesia (SBI) dan lain-lain.

masuknya investasi
ke Indonesia sebagai salah satu cara
pemulihan perekonomian merupakan
pennasalal'lan yang sangat penting pada
saal ini. Karena sejak awal reformasi
(1998) telah terjadi krisis ekonomi, yaitu
aliran modal swasta berlanjut pada posisi
negatif, artinya dana yang keluar lebih
banyak dari pada aliran modal swasta yang
masuk. Kenvataan ini bisa dilihat dalam
tabel 1 sbb :

Tabel 1
ALIRAN NETD MODAL h'l-'i’ﬂﬁlﬁ l_Jlli dlllr .-'I.!'i-}

EEFEEEEE 'ﬂ

Keterangan : -

K . Kuaral

= Aliran keluar negri lebih besar dari yang
masuk ke dalam negeri

Investasi langsung : Investasi vang

diterjemahkan dengan pendirian usaha, antara

lain terlihat, misalnya dengan kehadiran pabrik

atau lainnya.

Investasi portofolio : Investasi yang berbentuk

pembelian surat-surat a seperti dalam

bentuk saham, obligasi, sertifikat Bank

Indonesia (SBI), dan lainnya.

Dalam tabel | tersebut diatas
tampuk bahwa dari Kuartai 1 (K1)
1998 sampai dengan K1 (2000), aliran
investasi langsung atau Penanaman
Modal Asing ke luar negeri lebih besar
daripada yang masuk ke dalam negeri,
kecuali pada K2 1998, aliran modal
yang masuk sejumlah 354,0 juta dollar AS.

Menurut hasil penelitian Poliiical
and Economic Risk Consultance (PER.C),
jika dilihat dari biaya yang harus
dikeluarkan untuk usaha (cost of doing
business) Indonesia termasuk sanpat
kompetitif di Asia. Tetapi kenyataan
ini tidak cukup kuat dipakai untuk
membujuk investor datang atau bertahan
di Indonesia, karcna pada saal vang
sama resiko polink dinilai masih cokup
L.

Schagian besar tenaga kerja
Indonesia merupakan tenaga kerja rendaly,
schingga produktivitaznyajuga rendah.
Banyak investor yang mengeluhkan
sulitnya mencari, menyewa atau
mempertahankan staf yang berketrampilan
tinggi, maka biaya produksi bisa ditekan,
Karen: investor bisa me!ibatkan sebanyak
mungkin komponen lokal. Karena
keadaan tersebut maka banyak
perusahaan Penanaman Modal Asing
terpaksa menggunakan staf ekspatriat.
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Selain itu, para investor asing juga
resah dengan meningkatnya kecende-
rungan radikalisme dan aktivisme buruh.
Hal ini merupakan salah satu alasan,
mengapa investasi yang masuk lebih
banyak industri yang ekstraktif, misalnya
minyak dan gas (migas) yang biasanya
terletak di wilayah-wilayah yang agak
terpencil. Dengan demikian, lebih mudah
menghindar dari potensi-potensi
kerusuhan sosial, yang biasanya lebih
mudah terpicu di daerah perkotaan.

Dilihat dari upah buruh, daya saing
Indonesia setara dengan Cina, yaitu yang
termurah dari 12 negara Asia yang diteliti
PERC. Dari efos kerja, Indonesia ternyata
yang terburuk di Asia, ini tercermin dari
skor indeks persepsi Indonesia di mata
para ekspatria yang disurvei, dengan
angka 7,50 (dari angka terbaik nol dan
terburuk 10 yang dimungkinkan). Sebagai
perbandingan adalah sebagai berikut ;
Cina (3,75), Hongkong (2,81), India
(6,75), Jepang (1,50), Malaysia (6,00),
Filipina (6,20), Singapura (3,00), Korsel
(1,50), Taiwan (3,71), Thailand (6,00)
dan Vietnam (5,75). Singapura (1,70),
Korea Selatan (5,00), Taiwan (6,33) dan
Thailand (7,78).

Upaya perlindungan hukum bagi
para pihak dalam PT PMA juga
bermanfaat untuk menghindari anggapan
tentang risiko (percevied risk) tentang
Indonesia yang lebih tinggi dari risiko
(risk) itu sendiri. Menurut Lin Che Wei
CFA hal ini disebabkan investor asing
mendapatkan (percevied risk) yang tidak
tepat tentang Indonesia, kurangnya
transparansi, ketidakpastian politik dan
penanganan yang buruk terhadap kasus-
kasus sosial menambah tingginya
percivied risk dari investor asing.’

Peluang Indonesia agar bisa meraih
modal asing pada saat ini cukup berat. Hal
ini tampak dari fakta bahwa selama
beberapa tahun terakhir proses reformasi
ckonomi berjalan sangat lambat karena
belum ada kejelasan dalam policy are’.
Ketidakjelasan atau perubahan vang terus
terjadi dalam wilayah pembuat kebijakan
tersebut semakin mempersulit upaya
menarik modal asing. Salah satu jalan
untuk memulihkan perekonomian nasional
adalah dengan menambah arus modal
asing. Tetapi selama ini 80 persen arus
modal asing lari ke Republik Rakyat Cina
(RRC), sementara 20 persennya
diperebutkan oleh negara-negara Asing
lainnya, termasuk Thailand, Malaysia,
Filipina dan Indonesia, sebagai empat
besar penarik modal di kawasan Asia®.
Mari Pangestu mengatakan bahwa hal
pertama yang harus dilakukan dalam
reformasi ekonomi adalah membuat
konsensus mengenai apa yang akan
dicapai dari arus modal asing itu. Arah dan
tujuan reformasi ekonomi harus jelas, yaitu
meningkatkan daya promosi, kompetisi,
efisien serta kesejahteraan konsumen dan
produsen.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana prakiek pelaksanaan
Penanaman Modal Asing?

2. DBagaimana perlindungan hukum bagi
para pihak dalam Perencanaan Modal
Asing?

¥ Hassl Penchitian Ceonlre fof Sicateged and International Studics
(CEI5) Jntarma dan Universitas Columbla, Desember 2001
' Koalerensi Owmbreach “Indoscsian Economic Imsiatution
Building ar x Global Economy™ Sembays, 12 Innusri 3002
" Agud Salim. Perubaban Sopial. 32003, hal: &7
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PEMBAHASAN

Praktek Penanaman Modal Asing
(PMA)

Pengertian penanaman modal
(Investas:) dalam tulisan im1 adalah
penanaman modal langsung dan tidak
langsung. Penanaman modal asing
langsung (Foreign Direct Investmen)
adalah Investasi yang diwujudkan dalam
pendidikan usaha secara langsung, antara
lain : PT. Penanaman Modal Asing (PT.
PMA). Sedangkan penanaman modal
(investasi) langsung adalah investasi yang
berbentuk pembelian surat berharga,
misalnya : Obligasi, Sertifikat Bank
Indonesia (SBI), dll.

Penanaman Modal Asing (PMA)
adalah salah satu bentuk kerjasama secara
internasional antara negara maju dan
negara berkembang, Kerja sama tersebut
berdasarkan kepada keuntungan
komparatif yang dimiliki oleh setiap negara,

Menurut Agus Salim, secara umum
di dunia terdapat dua kelompok negara
(1) Negara yang memproduksi hasil
pertanian, dan (2) Negara yang
memproduksi barang, antara kedua
kelompok negara tersebut mengadakan
hubungan dagang, yvang secara teori
mempunyai hubungan hukum yang
seimbang dan saling menguntungkan.

Dalam kenyataannya, hubungan
tersebut menjadi tidak seimbang dan tidak
saling menguntungkan. Karena negara
industri yang padat modal menjadi semakin
kaya karena mendapat keuntungan lebih
banyak dari pada negara yang miskin.

Terdapat teori yang menjadi
penyebab ketimpangan tersebut, yaitu : (1)

Moderinisasi (2) Teori Dependensi (Teon
ketergantungan)®. Teori modernisasi
adalah teori yang munjelaskan bahwa
kemiskina terjadi oleh faktor-faktor yang
terdapat dalam negara vang bersangkutan.
Sedangkan teori Dependensi adalah
teori yang mempersoalkan faktor-faktor
eksternal sebagai penyebab terjadinya
kemiskinan di negara-negara tertentu.
Menurut Raul Prebisch, Robin W. Winks,
dkk. Dian Paul Boran, bahwa telah terjadi
interaksi hubungan yang tidak adil antara
negara berkembang dengan negara maju.
Meskipun kelihatannya negara maju
memberi bantuan kepada negara
berkembang, tetapi sebenarnya telah
terjadi eksploitasi tata hubungan hukum
dan tata hubungan ekonomi internasional.

Menurut Theotonio Dos Sanios
dalam “The Crisis of Development
Theary and The Problem of Depenice
in Latin America " bahwa hubungan dua
negara atau lebih mengandung bentuk
ketergantungan jika beberapa negara
(yang dominan) dapat berkembang dan
memiliki ctonomi dalam pembangunannya,
sementara negara lainnya (yang
tergantung) dapat melakukan hal serupa
hanya sekedar merupakan reileksi
perkembangan negara dominan ... .

Hubungan anrtari negara dominin
(dominat countrics) dengan ncgara
tergantung (dependent countries)
merupakan hubungan yang tidak
sederajat (setara), karcoa pembangunan
di negara dominan terjadi atas biaya yang
dibebankan pada negara tergantung.
Melalui perdagangan internasional,
hubungan wtang piutang dan ekspor modal,

' Suwareono, Perubaban Sosial dan Pembangusan, 1991, hal
. 9E
* HWasil penelitian Sri Purwaningsih, 1997
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surplus ekonomi yang dihasilkan dinegara
tergantung mengalir dan berpindah ke
negara dominan.

Menurut Dos Santos, terdapat tiga
bentuk ketergantungan, yaitu : (1)
Ketergantungan Kolonial, (2)
Ketergantungan industri keuangan (3)
Ketergantungan teknologi industr.

Ketergantungan kolonial adalah
kemampuan modal negara dominan yang
bekerja sama dengan negara penjajah
melakukan tindakan monopoli pertam-
bangan, tenaga kerja, hasil bumi, dll dari
negara yang dijajah.

Ketergantungan industri keuangan
adalah ketergantungan yang timbul + akhir
abad 19. Pada tahap ini ekonomi negara
tergantung terpusat pada ekspor bahan
mentah dan produk pertanian untuk
keperluan konsumsi pasar negara-negara
Eropa. Struktur produksi pada masa

industri keuangan ditandai
secara jelas oleh perkembangan sektor
ekspor.

Ketergantungan teknologi industri
lahir setelah Perang Dunia Kedua ketika
pembangunan industri mulai terjadi pada
berbagai negara terbelakang.

Terdapat 3 batasan struktural upaya
pembangunan industri di negara
berkembang, Batasan pertama,
pembangunan industri akan bergantung
pada kemampuan ekspor. Hanya dengan
ekspor negara berkembang memperoleh
devisa yang digunakan sebagai dana untuk
membeli barang-barang modal, untuk
pengembangan industri,

Kedua, karena ketergantungan pada
perolehan devisa, negara berkembang
sangat dipengaruhi oleh pembayaran
internasional yang cenderung defisit. Defisit

terjadi karena monopoli ketat pasar
internasional cenderung mengakibatkan
rendahnya produk bahan mentah dan
tingginya harga produk industri. Menurut
Dos Santos, defisit juga terjadi karena
jumlah modal yang keluar di negara
berkembang jauh lebih banyak dibanding
jumlah modal yang masuk.

Ketiga, pembangunan industri juga
dipengaruhi oleh monopoli negara maju.
Perusahaan transnasional menuntut
pembayaran royalti untuk penggunaan
mesin-mesin industri. Mereka juga
mengalihkan teknologi dan mesin menjadi
penyertaan modal mereka dalam bentuk
proyek-proyek investasi negara
berkembang. Selanjutnya negara
berkembang kesulitan devisa untuk
membayar mesin dan bahan penolong dar
negara maju.

Penanaman Modal Asing (PMA)
adalah bentuk lembaga kerjasama
internasional dalam perdagangan. Secara
teori, kerjasama tersebut bersifat seimbang
(setara atau scderajat) dan saling
menguntungkan. Termasuk seimbang dan
saling menguntungkan para pihak dalam
bidang hukum.

Kenyataan yang ada, terjad:
ketidak scimbangan (tidak setara) antara
para pihak dalam Penanaman Modal
Asing. Keadaan tersebut menimbulkan
hubungan para pihak menjadi tidak wajar,
mengakibatkan pihak yang kuat (penanam
modal). Hubungan kerjasama yang
demikian menjadi hubungan yang sub
Ordinate, bukan hubungan yang setingkat
dan saling memeriukan.

Ketidakseimbangan tersebut terjadi
karena beberapa faktor :

1. Kurangnya pengetahuan tentang
meteri yang diatur dalam perjanjian,
serta hak-hak dan kewajiban masing-
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masing peserta Penanaman Modal
Asing,

2. Negara yang sedang berkembang
sangat mengharapkan masuknya
modal asing dan menjadi pihak dengan
posisi yang lemah, karena
memberikan fasilitas-fasilitas yang
berlebihan pada modal asing.

Pihak penanam modal kurang
mengetahui kekuatan vang memiliki
oleh negara penerima modal, yang
diwujudkan oleh potensi sumber
ekonomi yang kaya, sehingga dapat
menjadi obyek investasi modal asing
dari manapun.

4. PesertaIndonesiakurang mengetahui
aspek-aspek yang menjadi kegiatan
Joint Venture Company (P T. PM.A.),
sehingga peserta Indonesia sekedar
menjadi peserta yang kurang

berperan dan tergantung pada peserta
asing.

Led

5. Peserta Indonesia kurang mengetahui
aspek, ruang lingkup, dan kaitan
antara perjunjian yang satu dengan
yang lainnya. Misalnya kaitan antara
Joint Venture Agreement dengan
perjanjian tambahan lainnya.

6. Peserta Indonesia kurang mengetahui
cara penyusunan Joint Venture
Agreement dibandingkan dengan
negara penanaman modal.

7. Kurangnya pengarahan dan peng-
awasan dari pemerintah Indonesia/
Lembaga Pemerintah tentang
pembuatan Joint Venture Agreement
dan pelaksanaannya, antara para
pihak vaitu peserta Indonesia dan
peserta asing’.

A II:I‘:IH'EI:I-WiWI Pedessan Dager Pericroan Torbales (FT), 1994,
18

Melalui perlindengan hukum para
pihak, diharapkan terjadi hubungan yang
seimbang (setara atau sederajat) antara
pihak penanam modal dan pihak penerima
modal. Maksud perlindungan hukum para
pihak dalam PT. Penanaman Modal Asing
(PT. PMA) adalah melindungi kepentingan
pihak penanaman modal dan penerima
modal. Kepentingan para pihak tersebut
dimulai sejak kesepakatan mendirikan PT,
PMA sampai perusahaan melakukan
kegiatan operasional komersial.

Perlidungan Hukum Bagi Para Pihak
Dalam Penanaman Modal Asing

Penanaman Modal (investor) dalam
menanamkan, pertama-tama harus melihat
Daftra Negatif Investasi atau DNIL. Di
dalam DNI ini dicantumkan semua bidang-
bidang usaha yang tertutup dalam rangka
penanaman modal, Berdasarkan petunjuk
tersebut, maka penanaman modal atau
investor asing dan Indonesia akan
mempertimbangkan bidang usaha yang
feasible dan menguntungkan. Beberapa
aspek yang diperhatikan oleh si penanaman
modal, yaitu :

Kebijakan Penanam Modal
Kepemulikan dan Manajemen
Masalah keuangan dan kebijakan
fiskal

Kerangka Hukum

Kebijakan Tenaga Kerja

Teknologi

Kebijakar Komersial

Sernua aspek tersebut harus ditinjau
dari sudut pandang si penanam modal,
pemerintah negara penanam modal dan
negara tempat modal tersebut ditanam.
Semua aspek tersebut dimuat dalam Text
ICC ({International Chamber of
Commerce) dengan judul Guidelines for
International Investment.

Al e

o Oh L
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Langkah selanjutnya adalah
mewujudkan keinginan para pihak untuk
mencapai kesepakatan. Kesepakatan yang
semua dicapai secara lisan dituangkan
dalam Memorandum of Understanding
atau MOU, atau Letter of Intent. Di
dalamnya tercantum secara garis besar
pokok-pokok dasar masalah yang
diinginkan bisa direalisasikan dalam
kerjasama lebih lanjut misalnya : equity
atau capital participation ratio,
management, Board of Directors, dan lain-
lain®,

Setelah pembuatan MOU selesai,
kemudian membuat Joint Venture
Agreement atau JVA. Perjanjian ini
memuat kehendak para secara rinci,
terurai dan lengkap sebagai kelanjutan dari
MOU, Hal-hal umum yang dicantumkan
dalam Joint Venture Agreement (JVA)
adalah sebagai berikut : Company name,
domicilie, principle of busines, Purpose of
the company, Capital subcription of
shares, General meeting of shareholders,
Management, Board of Directors and
Board of Commisioners, dan lain-lain.

Setelah selesai membuat JVA, para
pihak kemudian membuat Akta Pendirian
di hadapan Notaris. Berdasarkan
kemauan para pihak maka Notaris
membuat akta pendirian dan anggaran
dasar. Dalam hal ini, Joint Venture
Agreement diupayakan agar bisa diserap
dan masuk dalam anggaran dasar. Menunut
pasal 12 UU no. 1 tahun 1996 tentang
Perseroan Terbatas bahwa anggaran dasar
memuat sekurang-kurangnya:

- Nama dan tempat kedudukan
perseroan

' IG Rai Widjays, Pedomen Dasar Perseroan Terbatas (FT),
1554, hal. 36

- Maksud dan tujuan serta kegiatan
usaha perseroan yang sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

- Jangka waktu berdirinya perseroan.

- Besarnya jumlah modal dasar, modal
yang ditempatkan dan modal yang
disetor.

- Jumlah saham, jumlah klasifikasi
saham apabila ada berikut jumlah
saham tiap klasifikasi, hak-hak yang
melekat pada setiap saham, dan nilai
nominal setiap saham.

- Susunan, jurnlah dan anggota direksi
dan komisaris.

- Penetapan tempat dan tata cara
penyelenggaraan RUPS.

Tata cara pemilihan, pengangkatan,
penggantian dan pemberhentian
anggota Direksi dan Komisaris.

- Tata cara penggunaan laba dan
pembagian deviden, dan

- Ketentuan-ketentuan lain menurut
undang-undang ini.

Setelah pembuatan Akta Pendirian
dan anggaran dasar selesai, selanjutnya
Akta Pendirian diajukan pada Menteri
Kehakiman RI melalui Direktur Jendral
Hukum Perundang-undangan di Departe-
men Kehakiman untuk minta persetujuan.
Notaris kemudian mengeluarkan per-
nyataan bahwa Akta Pendirian telah
ditandatangani dan diajukan kepada
Menteri Kehakiman guna memperoleh

persetujuan.
Prosedur selanjutnya adalah mem-
bicarakan :

Master List dengan BKPM
- Menyelesaikan surat-surat/ akta tanah

76 HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT EDISI APRIL 2006




Sri Purwaningsih : Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak ...

- Rencana penggunaan tenaga asing
- Pendaftaran Merek Dagang (bilaada)
-  Membuka rekening PMA pada

foreign exchange Bank

Akhirnya tinggal menunggu
keluamya Surat Keputusan Persetujuan
dari Menteri Kehakiman. Setelah persetu-
juan diperoleh dari Menteri Kehakiman

maka sejak tanggal persetujuan tersebut,
perusahaan patungan arau PT PMA atau
Joint Venture Company berdiri. Kemudian
didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat
dan diumumkan dalam Tambahan Berita
Negara Republik Indonesia. Agar
pendinan PT FMA tersebut lebih jelas bisa
dilihat dalam skema tersebut dibawah ini:
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Agar terjadi hubungan yang
seimbang antara para pihak dalam
Penanaman Modal Asing (PMA), maka
perlindungan hukum harus diberikan mulai
dari proses kesepakatan (musyawarah)
dalam memorandum of Understanding
(MOU) sampai pelaksanaan operasional
PMA tersebut.

Secara singkat upaya perlindungan
hukum diberikan dalam aspek hukum

publik yaitu sejak pembuatan Daftar
Negatif Investasi (DNI), persetujuan

prinsip dan dalam syarat administrasi lain
yaitu dalam pembenian APIT, RPTA, dan
lain-lain. Sedangkan perlindungan dalam
aspek hukum-hukum privat, yaitu bisa
mengakomodir kemauan para pihak
dalam proses pembuatan MOU/LOI,
dalam pembuatan Joint Venture Agreement
(JVA), dan dalam pembuatan Akta
Pendirian Anggaran Dasar.

Agar lebih jelas, bisa dilihat dalam
skema tersebut dibawah ini :

i

ASPEK HUKUM PRIVAT

VA

MOU f
Lot

|

DALAM PT. PENANAMAN MODAL ASING

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK

- =
I
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Eagx ==
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Perzetujuan
Prinsip

Daftar Negatif
Investass
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PENUTUP
Kesimpulan

1. Krisis yang terjadi di Indonesia
menyebabkan investor tidak tertarik

untuk menanamkan modalnya di
Indonesia.

2. Praktek pelaksanaan Penanaman
Modal Asing (PMA) ternyata tidak
setara (tidak seimbang). Karena pada
pelaksanaannya terjadi hubungan
yang sub. Ordinate antara para pihak
yaitu pihak peserta Indonesia
(Indonesian Participation) dan pihak
peserta asing (Foreign Participation)

Saran :

Agar perekonomian Indonesia
pulih, maka salah satu caranya dengan
menarik investor. Karena investasi bisa
menambah devisa, menambah kesempatan
kerja, menambah pendapatan negara, dll.
Dengan melakukan perlindungan hukum
mulai dari musyawarah sampai praktek
pelaksanaan Penanaman Modal Asing
(PMA), dengan upaya tersebut diharapkan
terjadi pemulihan perekonomian di
Indonesia.
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